Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2013

BAB1

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, dan Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomo 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua ata Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomo 4844 ). Penyusunan laporan keuangan daerah merupakan wujud

akuntabilitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan
pengawasan keuangan daerah. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
Pemerintah Daerah akan terwujud apabila dapat menyampaikan laporan
pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu

dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan .

Pelaporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah
daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomi yang dipercayakan serta
menunjukkan posisi keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun
untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh

transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. LKPD
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1.2

terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan

anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektifitas dan

efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan

perundang-undangan.

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyajikan informasi

yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat

keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.dengan :

1.

Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk

membiayai seluruh pengeluaran;

Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya
ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-

undangan;

Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan

dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Batang serta hasil-hasil yang telah dicapai;

Menyediakan informasi mengenai upaya Pemerintah Kabupaten Batang dalam

mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;

Menyiapkan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah
berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka

panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah mengenai
kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode

pelaporan;

Menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban,

ekuitas dana dan arus kas.Pemerintah Daerah.

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013 disusun

berdasarkan:
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4286 );

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara.( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (
Lembarab Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 4219) ;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan ~ Pemerintah  Nomor 55  Tahun 2005  tentang  Dana
Perimbangan.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan

Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577 )

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);

Peratutan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah No. 23 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 4540);

Peratuan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah.( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah an Daerah kepada Pemerintah , Laporan Pertanggungjawaban Kepala
Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Barang Milik Daerah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013;

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013.

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Barang

Milik Daerah;



Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2013

27. Peraturan Bupati Batang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintahan Kabupaten Batang sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Batang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan
Kabupaten Batang

28. Peraturan Bupati Batang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur

Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang

29. Peraturan Bupati Batang Nomor 81 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun

2013;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang tahun 2013 memuat
penjelasan dan atau catatan atas laporan keuangan dalam periode Tahun Anggaran 2013

yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan
Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab I1 Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja
APBD, yang menjelaskan tentang Ekonomi Makro , Kebijakan Keuangan

dan indikator pencapaian target kinerja APBD.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan,yang menjelaskan ikhtisar realisasi
pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam

pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan daerah ,
basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis

pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
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Bab 'V

Bab VI

Bab VII

Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan, yang merinci dan menjelaskan
masing-masing pos-pos pelaporan keuangan mengenai komponen
pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan

komponen-komponen laporan arus kas.
Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Penutup.
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BAB 11

EKONOMI MAKRO KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO
Kabupaten Batang yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
1965 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 1965 tanggal 14 Juli
1965 berada pada jalur utara yang menghubungkan Jakarta-Surabaya. Luas Daerah
Kabupaten Batang adalah 78.864,16 Ha dan mempunyai batas-batas wilayah :

a. Sebelahutara : LautJawa
b. Sebelah selatan : Kabupaten Wonosobo dan Kabupaen Banjarnegara
c. Sebelah barat : Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan.

d. Sebelah Timur : Kabupaten Kendal

Sebagai daerah agraris dimana sektor pertanian dan perkebunan merupakan
sumber mata pencaharian bagi sebagian besar penduduk, luas pemanfaatan lahan

pertanian adalah sebagai berikut :

a. Tanah sawah : 22.411,08 Ha
b. Tanah Perkebunan : 7.909,11 Ha
c. Tegal/Huma : 19.250,75 Ha
d. Padang Rumput : 89,95 Ha

Potensi tanaman di sektor ini yang cukup menonjol untuk tanaman pangan
adalah padi, jagung, kacang tanah, ubi, sayur-sayuran dan buah-buahan. Jenis
tanaman sayur-sayuran yang banyak diusahakan adalah bawang merah, bawang
daun, kentang, kubis dan cabai. Sedangkan untuk buah-buahan adalah durian,
rambutan, nangka, mangga, jeruk dan pisang. Untuk jenis tanaman perkebunan

adalah kelapa, tebu, teh, coklat, kopi dan cengkeh.

Potensi perikanan Kabupaten Batang dapat dilihat dari letak geografis di
tepi pantai Laut Jawa dengan garis pantai sepanjang 38,75 km dan lebar 4 mil
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merupakan potensi yang sangat strategis untuk pengembangan perikanan laut
maupun perikanan darat yang terdiri dari tambak ( air payau ) dengan potensi lahan
seluas 1.429, 2 ha, kolam air tawar dengan potensi lahan seluas 300 ha dan perairan

umum (sungai, waduk, sawah dan genangan air).
2.1.1 Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi suatu daerah/wilayah menggambarkan seberapa besar
ketergantungan suatu daerah/wilayah terhadap kemampuan produksi dari setiap
sektor ekonomi. Struktur ekonomi terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh
masing-masing sektor. Dengan melihat kontribusi masing-masing sektor terhadap
pembentukan PDRB, maka dapat diketahui seberapa besar peran suatu sektor dalam

menunjang perekonomian daerah.

Struktur perekonomian di Kabupaten Batang dapat ditunjukkan oleh besarnya
kontribusi masing-masing sektor terhadap total PDRB Kabupaten. Menurut harga
berlaku, pada tahun 2012 sektor pertanian memberikan sumbangan terbesar terhadap
pembentukan PDRB Kabupaten Batang yaitu sebesar 27,46%, disusul sektor
industri pengolahan sebesar 26,02%. Kontribusi terbesar ketiga diberikan oleh
sektor perdagangan sebesar 16,19%. Sektor pertambangan dan penggalian

memberikan sumbangan terkecil yaitu hanya 1,11%.

2.1.2 PDRB Perkapita

PDRB perkapita dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur atau
menilai indikator tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah/wilayah. PDRB per
kapita diperoleh dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh
sektor ekonomi di suatu wilayah (PDRB) dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu,
besar kecilnya penduduk berpengaruh terhadap nilai PDRB per kapita. Sedang besar
kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-

faktor yang terdapat di daerah tersebut.

Perkembangan pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku setiap tahun

mengalami peningkatan. Kenaikan pendapatan per kapita terbesar lima tahun
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terakhir terjadi pada tahun 2010 sebesar 11,87 %. Sedangkan berdasarkan harga
konstan kenaikan pendapatan perkapita tertinggi lima tahun terakhir terjadi pada

tahun 2011 sebesar 4,88%.

Tabel II.1. Rata-rata Pendapatan Per Kapita Penduduk Kabupaten Batang

Tahun 2008-2012

PendaP atan Pertumbuhan PendaP atan Pertumbuhan
Tahun perkapita adh (%) perkapita adh (%)
berlaku (Rp) ? konstan 2000 (Rp) ¢
2008 5.408.811 11,59 2.678.028 3,08
2009 5.813.081 747 2.792.054 3,64
2010 6.503.164 11,87 2.917.243 498
2011 7.213.164 10,92 3.059.693 4,88
2012 7.896.815 9,48 3.182.878 4,03

Sumber : BPS Kabupaten Batang

Nilai PDRB Per kapita Kabupaten Batang atas dasar harga berlaku sejak tahun
2008 hingga tahun 2012 mengalami peningkatan secara terus-menerus. Pada tahun
2008 nilai PDRB per kapita tercatat sebesar Rp5,40 juta, dan secara nominal terus
mengalami kenaikan hingga tahun 2012 mencapai Rp 7,89 juta. Kenaikan PDRB per
kapita secara riil dapat dilihat dari nilai PDRB berdasarkan harga konstan 2000.
Secara riil, Ternyata dari nilai PDRB per kapita sejak tahun 2008 terus mengalami

kenaikan dari sebesar Rp2.67 juta menjadi Rp3.18 juta, di tahun 2012.

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi

Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan produk domestik yang

mencerminkan kinerja perekonomian suatu daerah. Andil terhadap pertumbuhan

10
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ekonomi dapat diamati secara sektoral, spasial, dan penggunaan nilai tambah,
sehingga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan
pada sektor, wilayah atau komponen penggunaan apa yang dapat memacu

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Batang.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang pada tahun 2012 mencapai
5,02 persen, menurun sekitar 0,24 poin dibanding dengan laju pertumbuhan

ekonomi tahun 2011 yang sebesar 5,26 persen.

Tabel II.2.Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Batang 2008-2012 (%)

Sektor 2008 2009 2010 2011 2012
1. Pertanian 4.56 2.78 2.95 2.38 1.62
2. Pertambangan & Penggalian 2.07 4.49 4.4 3.51 5.28
3. Industri Pengolahan 2.24 2.19 4.83 5.72 4.71
4. Listrik, Gas dan Air bersih 3.97 3.68 5.87 2.96 5.59
5. Bangunan 4.72 4.36 4.04 3.92 5.64
6. Perdagangan,Hotel dan Restoran 2.68 4.46 5.33 5.89 7.36
7. Angkutan dan Telekomunikasi 2.88 6.29 7.16 7.25 5.83
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa 5.95 4.05 5.56 6.69 7.79
9. Ja;sa—jasa 5.57 6.97 8.63 9.17 7.74

PDRB 3.67 3.72 4.97 5.26 5.02

Sumber : BPS Kabupaten Batang

Andil sektoral yang terbesar dalam laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Batang pada tahun 2012 disumbang oleh sektor Keuangan, sewa dan jasa perusahaan
dengan pertumbuhan sebesar 7,79 persen. Pada posisi berikutnya, oleh sektor
angkutan jasa-jasa dan perdagangan, hotel, RM yang masing-masing mempunyai

pertumbuhan sebesar 7,74 persen dan 7,76 persen.

Laju inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang cukup penting.
Laju inflasi Kabupaten Batang pada tahun 2012 3,83 persen lebih tinggi dari inflasi
tahun 2011 sebesar 3,01 persen.

11
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Untuk tahun 2012 ini inflasi tertinggi pada sektor industri pengolahan sebesar
7,40 % disusul sektor pertanian sebesar 5,39 %. Rata-rata inflasi menurut harga

produsen tahun 2012 sebesar 5,41 %.

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN
Kebijakan keuangan Daerah mengacu pada dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
yang merupakan kesepakatan bersama antara Bupati Batang dengan DPRD Kabupaten
Batang. Kebijakan keuangan mencakup kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan

APBD Tahun 2013.
Berikut uraian kebijakan keuangan tersebut.
2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan keuangan daerah masih tetap mengoptimalkan peningkatan
penerimaan PAD serta meningkatkan akselerasi aktivitas ekonomi dengan
memfasilitasi kegiatan ekonomi yang memprioritaskan pada sektor pertanian,

perikanan, industri dan pariwisata.

Dalam merencanakan target pendapatan daerah supaya memperhatikan
perubahan perundang-undangan yang berlaku serta perubahan kondisi makro
ekonomi baik daerah maupun nasional, setelah berlakunya close list system dalam
ketentuan jenis pajak dan retribusi sesuai Undang-Undang No. 28 Tahun 2009
sebagai perubahan Undang-Undang no. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dan perubahan PBB menjadi pajak daerah perlu dilakukan
penyesuaian dari perangkat regulasi, kelembagaan pendapatan daerah serta personil

agar tidak berimplikasi pada penurunan pendapatan daerah.
1. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dampak krisis ekonomi global yang kemungkinan masih berlangsung dalam
tahun anggaran 2013, akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan daya

beli masyarakat sehingga berpengaruh pada penerimaan PAD di daerah.

12
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Untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah diperlukan langkah-langkah dan

arah kebijakan keuangan daerah yang mengacu pada :

a.

Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui perluasan obyek pajak

sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang;

Peningkatan kualitas pelayanan, kualitas SDM pengelola dan koordinasi antar

dinas terkait;

Penataan performance budget melalui penataan sistem penyusunan dan

pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau

kinerja yang efisien, efektif dan berkesinambungan;

Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik dan memberikan

hasil yang baik dan biaya rendah.

Beberapa strategi yang akan dilakukan untuk menutup terjadinya kesenjangan

fiskal :

a. Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi melalui langah-langkah

intensifikasi dan ekstensifikasi

- Intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk

meningkatkan kepatuhan ( compliance ) dan memperkuat basis pajak /

retribusi yang ada, proses ini meliputi :

Penyederhanaan dan modernisasi ( komputerisasi ) sistem perpajakan

dan retribusi daerah;

Penyempurnaan landasan hukum serta law enforcement bagi

pengenaan pajak dan retribusi;

Sosialisasi dan penyuluhan yang memadai kepada masyarakat

mengenai ketentuan pajak daerah dan retribusi;

Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak

daerah;
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e Penataan system dan organisasi serta peningkatan kualitas SDM

perencana dan pelaksana pemungut retribusi dan pajak daerah.

- Ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk

memperluas basis pajak/retribusi . Proses ini meliputi :

e Updating data basis pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan data

perpajakan yang bersangkutan;
® Pengkajian penerapan jenis retribusi baru;

e Optimalisasi penyerapan penerimaan dari basis pajak PBB dan BPHTB
yang didaerahkan;

e Menyempurnakan peraturan di bidang pajak dan retribusi daerah,

sebagai tindak lanjut regulasi baru

- Peningkatan manajemen kualitas data dan ketepatan laporan serta
pengadministrasian anggaran sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas

penarikan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

- Optimalisasi penerimaan yang berasal dari bagi hasil perpajakan melalui

kerjasama pusat dan daerah dalam menyerap basis pajak terkait.
2. Kebijakan Dana Perimbangan

Mengingat proses penyusunan APBD sudah dimulai sejak bulan Juni
2012 sedangkan penetapan alokasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2013
direncanakan sekitar bulan Oktober 2012, maka pencantuman alokasi dana
perimbangan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013 didasarkan pada
alokasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2012 dengan tetap memperhatikan
realisasi penerimaan dua tahun terakhirr ( Tahun Anggaran 2011 dan Tahun

Anggaran 2010 ).

Dalam rangka pencapaian target Pendapatan di bidang Dana

Perimbangan, maka strategi dan prioritas yang dilakuka antara lain :
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a) Koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
untuk lebih mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari
APBN dan APBD Provinsi Jawa Tengah guna peningkatan pembangunan

sarana prasarana perekonomian dan pelayanan publik;

b) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan yang bersumber dari Bagi hasil
pajak untuk mendukung pendapataan yang bersumber dari dana

perimbangan daerah
3. Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pemerintah Kabupaten Batang dalam menetapkan pendapatan bagi hasil
dari provinsi pada tahun anggaran 2013 menggunakan pagu anggaran tahun
2012. Sedangkan bagian pemerintah Kabupaten Batang yang belum
direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target akhir tahun

anggran 2012 ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah
1. Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2012 TENTANG Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013, belanja
daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada
pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur sesuai dengan
RPJMD Kabupaen Batang. Kebijakan perencanaan belanja daerah adalah

sebagai berikut :

1.1 Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk
melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam upaya
memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan
pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum
yang layak untuk mengembangkan sistem jaminan sosial dan

penanggulangan kemiskinan.
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1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah
daerah memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan

investasi di daerah, termasuk investasi bidang pendidikan.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas
pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam
rangka melaksanakan wurusan pemerintahan daerah yang menjadi
tanggungjawabnya . Peningkatan alokasi anggaran belanja yang
direncanakan okeh setiap SKPD harus SMART-C ( Specific, Measurable,
Achievable, Relevant, Time Bound and Continously improve) yang diikuti
dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan

sosial.

Belanja disusun secara produktif, efisien dan berkualitas dan berdasarkan

pada perhitungan yang rasional, sesuai tahapan untuk mencapai sasaran.
Mempertajam skala prioritas.

Mengembangkan daya antisipatif terhadap kegiatan baru yangmungkin

muncul berdasarkan regulasi baru.

Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai

berikut :

e Penerimaan dana bagi hasil pajak diprioritaskan untuk mendanai
perbaikan lingkungan pemukiman di perkotaan dan di pedesaan,

pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan.

¢ Penerimaan dana bagi hasilsumber daya alam diutamakan
pengalokasian untuk mendanai pelestarian lingkungan, perbaikan dan
penyediaan fasilitas umum, sosial, pelayanan kesehatan dan
pendidikan untuk tercapaianya standar pelayanan minimal yang

ditetapkan peraturan perundang-undangan.
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e Dana Alokasi Umum ditujuan untuk mendanai belanja pegawai negeri
sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan

dasar dan pelayanan umum’

e Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk
mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi
urusan daerah antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan
dan lain-lain sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri
teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku

2. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan sosial, Belanja

Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak terduga.

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga,
mutasi dan penambahan PNSD diperhitungkan accress yang besarnya
dibatasi maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan

tunjangan).

Belanja pegawai untuk gaji PNS direncanakan sesuai dengan kebutuhan
belanja gaji selama 13 bulan, ditambah dengan rencana kenaikan gaji

sebesar 5%, accres 1,5 % dan penerimaan CPNS.

Belanja pegawai di luar belanja gaji, tetap direncanakan untuk anggaran
tambahan penghasilan bagi PNS yang didasarkan pada beban kerja/tempat
bertugas/kondisi kerja/kelangkaan profesi /prestasi kerja maupun pemberian
tunjangan kesejahteraan khusus, yang besarnya disesuaikan dengan kondisi

masing-masing SKPD.

Belanja bunga dipergunakan untuk membayar kewajiban membayar bunga

kepada PT Bank Jateg dan kepada Pemerintah Pusat
Belanja subsidi tidak direncanakan anggarannya;

Belanja Hibah dan Bantuan sosial. Belanja Hibah diarahkan untuk

mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan oleh
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pemerintah, Pemerinah Daerah lainnya, perusahaan daerah serta masyarakat
dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan
peruntukannnya. Sedangkan untuk menjalankan fungsi pemerintah daerah di
bidang kemasyarakatan dan guna memelihara kesejahteraan masyarakat
dalam skala tertentu Pemerintah Kabupaten Batang memberikan bantuan

sosial kepada kelompok/anggota masyarakat.

2.7 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabipaten/Kota dan Pemerinah Desa
direncanakan hanya untuk anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada

Pemerintah Desa;

2.8 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi /Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa direncanakan untuk anggaran belanja bantuan keuangan
kepada Pemerintah Desa, yang termasuk di dalamnya untuk Alokasi Dana

Desa;

2.9 Belanja Tidak terduga dipergunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak
biasa/tanggap darurat dan rangka pencegahan dan gangguan terhadap
stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan dan

ketertiban daerah dan tidak diharapkan berulang ;

2.3 KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup
selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan merupakan semua
penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali
baik pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya,

terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
1. Kebijakan penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan direncanakan berasal dari penerimaan pinjaman, SILPA dan

penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
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2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan
modal ( investasi ) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo,

dan pemberian pinjaman daerah.

2.4 PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013

disajikan secara ringkas sebagai berikut :

APBD Tahun 2013
- Surplus Penerimaan/Sisa
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Pengeluaran
1 Pendapatan dan Belanja
Pendapatan 1.048.162.370.729,00 1.086.627.383.076,00 38.465.012.347,00
Belanja dan Transfer 1.175.197.081.090,00 1.067.412.675.201,00 107.784.405.889,00
Surplus/(Defisit) (127.034.710.361,00) 19.214.707.875,00 146.249.418.236,00
2 Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan 132.531.957.261,00 132.532.413.822,00 456.561,00
Pengeluaran Pembiavaan 5.497.246.900.00 5.053.462.944.00 443.783.956,00
Pembiayaan Netto 127.034.710.361,00 127.478.950.878,00 444.240.517,00
Sisa Lebih Pembiayaan . 146.693.658.753,00  146.693.658.753,00
Anggaran

Dari data di atas, realisasi pendapatan melampaui target 3,67% yaitu sebesar
Rp34.595.580.742,00 dan Belanja yang tidak terserap 9,17% yaitu sebesar
Rp.107.727.453.573,00

Pencapaian kinerja menurut urusan Pemerintahan Daerah dapat kami sajikan
tersendiri dalam bentuk buku matrik sebagai hasil kompilasi pencapaian kinerja keuangan
SKPD se Kabupaten Batang yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013. Dalam
CALK ini akan kami sajikan ringkasan pencapaian kinerja atas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dalam berbagai urusan yang telah dilaksanakan selama tahun 2013

baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang diringkas dari Laporan Keterangan
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Pertanggungjawaban ( LKPJ ) Bupati Tahun 2013. Target Kinerja yang telah dicapai oleh
Pemerintah Kabupaten Batang disajikan dalam Buku LKPJ Bupati Tahun 2013.
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BAB II1

IKHTISAR PENCAPATAN KINERJA KEUANGAN

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

A. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2013

Realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2013 secara ringkas

adalah sebagai berikut:

1. Realisasi

Rp.36.465.012.347,00 yaitu 3,67%

pendapatan  sebesar

Rp.1.048.162.370.729,00

2. Realisasi

belanja

sebesar

Rp107.784.405.889 atau 9,17 %
Rp1.175.197.081.090,00

3. Pada realisasi

APBD tahun anggaran 2013

1.086.627.383.076,00
dibandingkan dengan

Rp1.067.412.675.201,00

terjadi

lebih  besar

target sebesar

lebih rendah

dibandingkan dengan anggaran sebesar

surplus sebesar

Rp19.214.707.875,00. Sedangkan pada pembiayaan terdapat pembiayaan netto
sebesar Rp 127.478.950.878,00 sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2013 sebesar Rp.146.693.658.753,00

1 Pendapatan dan Belanja
Pendapatan
Belanja dan Transfer
Surplus/(Defisit)

2 Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembiavaan
Pembiayaan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Surplus Penerimaan/Sisa

Pengeluaran
1.048.162.370.729,00 1.086.627.383.076,00 38.465.012.347,00
1.175.197.081.090,00 1.067.412.675.201,00 107.784.405.889,00

(127.034.710.361,00) 19.214.707.875,00 146.249.418.236,00
132.531.957.261,00 132.532.413.822,00 456.561,00
5.497.246.900.00 5.053.462.944.00 443.783.956.00
127.034.710.361,00 127.478.950.878,00 444.240.517,00
146.693.658.753,00 146.693.658.753,00
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Dengan menggunakan anggaran sebagai tolok ukur kinerja, SILPA tahun
anggaran 2013 berasal dari over target pendapatan sebesar Rp38.465.012.347,00
atau  3,67%; sisa  anggaran  belanja  sebesar = Rp107.784.405.889,00
atau 9,17%; dan dari surplus pembiayaan netto sebesar Rp444.240.517,00
atau 0,35% .

Rekapitulasi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran

2013 beserta realisasinya untuk setiap SKPD disajikan pada Lampiran 1a dan 1b.

Sebagaimana disajikan pada lampiran tersebut, terdapat realisasi pendapatan di
beberapa SKPD yang tidak memiliki anggaran pendapatan. Beberapa SKPD tersebut
dinas dan badan yang bukan merupakan penghasil pendapatan, antara lain Dinas
Pendidikan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, Dinas
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta dinas dan badan lainnya. Hal ini
dikarenakan adanya penerimaan pendapatan melalui SKPD tersebut yang berasal
dari Lain-lain PAD Yang Sah, diantaranya berasal dari pendapatan pengembalian

belanja tahun lalu, dan pendapatan jasa giro pemegang kas.

. Realisasi Anggaran Tahun 2012 Dibandingkan dengan Tahun 2013

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, pendapatan tahun 2013 meningkat
Rp152.683.726.366,00 atau 16,35%. Belanja tahun 2013 meningkat sebesar
Rp167.207.641.836,00  atau 18,58%.  Pembiayaan  netto  meningkat
Rp167.207.641.836,00 atau  29,04%. Sedangkan  SILPA  meningkat
Rp4.161.701.492,00 atau 10,69% dengan perhitungannya sebagai berikut :
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Realisasi Realisasi 2013-Realisasi 2012

2013(Rp) 2012 (Rp) Rp %
Pendapatan dan Belanja
Pendapatan 1.086.627.383.076,00 933.943.656.710,00 152.683.726.366,00 16,35
Belanja dan Transfer 1.067.412.675.201,00 900.205.033.365,00 167.207.641.836,00 18,57
Surplus/(Defisit) 19.214.707.875,00 33.738.623.345,00 (14.523.915.470,00)  (43,05)
Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan 132.532.413.822,00 106.757.242.134,00 25.775.171.688,00 24,14
Pengeluaran Pembiayaan 5.053.462.944,00 7.963.908.218,00 (2.910.445.274,00) (36,55)
Pembiayaan Netto 127.478.950.878,00 98.793.333.916,00 28.685.616.962,00 29,04
::g*‘gﬁ::l‘lh Pembiayaan 146.693.658.753,00 132.531.957.261,00 14.161.701.492,00 10,69

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG
TELAH DITETAPKAN

Permasalahan yang menghambat dan menjadi kendala dalam pencapaian target

pendapatan maupun upaya optimalisasi belanja daerah antara lain sebagai berikut:
A. Hambatan dan Permasalahan Utama dalam Pendapatan Daerah

Secara umum tidak terdapat kendala dalam upaya memperoleh pendapatan sesuai

dengan target pendapatan yang telah ditetapkan.

Pada kelompok Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah realisasi
pendapatan melebihi yang ditargetkan. Sedangkan pada kelompok Pendapatan Asli
Daerah, realisasi pendapatan di bawah target yang ditetapkan. Tidak tercapainya
target pendapatan pada kelompok PAD, terjadi pada pos retribusi pelayanan

kesehatan.

Adapun Hambatan dan permasalahan utama dalam pendapatan daerah adalah

sebagai berikut :

e Terbatasnya SDM naik kualitas maupun kuantitas dalam menangani

pemungutan pajak

e Kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban-kewajibannya
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e Tidak ada/ belum ada pelayanan khusus penyetoran PBB ( masih digabung

dengan pelayanan lainnya )
e Tempat pelayanan PBB dari 15 Kecamatan, baru ada 8 Tempat Pelayanan.

e Kesulitan penagihan PBB tanah mrancang karena Wajib Pajak di luar kota

alamatnya tidak jelas dan tidak ada nomor telpon/HP yang bisa dihubungi.

B. Hambatan dan Permasalahan Utama dalam Belanja Daerah

Realisasi belanja tahun 2013 mencapai 90,83 %. Untuk belanja langsung, yakni

untuk belanja dalam rangka pelaksanaan kegiatan, realisasi mencapai 72,91 %.
Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan belanja daerah di antaranya :

e Pelaksanaan kegiatan sebagian besar dilaksanakan semester II ( dua ) atau di

triwulan I ( tiga)

e Masih terbatasnya tenaga teknis baik kuantitas maupun kualitas SDM dalam

pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya

¢ Belum maksimalnya koordinasi intern di SKPD di antara pelaku yang terkait

kegiatan, pengeola keuangan dan pengelola barang di SKPD
¢ Adanya pengadaan barang dan jasa yang gagal lelang

e Kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu yang telah

ditentukan.
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BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten Batang telah menetapkan Peraturan Bupati Batang Nomor
26 tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi pemerintahan Kabupaten Batang dan
Peraturan Bupati Batang Nomor 19 tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi
Pemerintahan Kabupaten Batang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur
Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang. Kedua Peraturan tersebut masih mengacu
pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, belum disesauikan dengan Peraturan Pemerinah No. 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Batang atau suatu organisasi di
lingkungan Pemerintah Daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan

perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh
karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk
digabungkan pada entitas pelaporan. SKPD ( Satuan Kerja Perangkat Daerah ) di
Kabupaten Batang meliputi dinas, badan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kantor,
kecamatan, dan kelurahan.

Tabel 4.1
Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2013

No. Kode SKPD

1. 1.01.1.0 Dinas Pendidikan, Pendidikan, Pemuda dan olah Raga

2. 1.02.1.1 Dinas Kesehatan

3. 1.02.2.1 Rumah Sakit Umum Daerah ( APBD dan BLUD )

4. 1.03.01.01 | Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

5. | 1.05.1.1 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral
6. 1.06.1.1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
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7. 1.07.1.1 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

8. |1.08.1.1 Badan Lingkungan Hidup

9. |1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

10. | 1.12.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
11. | 1.13.1.1 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

12. | 1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu

13. | 1.19.1.1 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

14. | 1.19.2.1 Satuan Polisi Pamong Praja

15. | 1.20.1.1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

16. | 1.20.2.1 Bupati dan Wakil Bupati

17. | 1.20.3.1 Bagian Pemerintahan Desa

18. | 1.20.3.2 Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

19. | 1.20.3.3 Bagian Hukum

20. | 1.20.3.4 Bagian Pengendalian Pembangunan

21. | 1.20.3.5 Bagian Kesejahteraan Rakyat

22. 11.20.3.6 Bagian Perekonomian

23. | 1.20.3.7 Bagian organisasi

24. 11.20.3.8 Bagian Umum

25. 11.20.3.9 Bagian Tata Pemerintahan

26. | 1.20.4.1 Sekretariat DPRD

27. 11.20.5.1 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
28. | 1.20.6.1 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)
29. | 1.20.7.1 Inspektorat

30. | 1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah

31. | 1.20.14.1 | Kecamatan Batang

32. | 1.20.15.1 | Kecamatan Tulis

33. | 1.20.16.1 | Kecamatan Subah

34. | 1.20.17.1 | Kecamatan Gringsing

35. | 1.20.18.1 | Kecamatan Limpung

36. | 1.20.19.1 | Kecamatan Tersono
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37. | 1.20.20.1 | Kecamatan Reban

38. | 1.20.21.1 | Kecamatan Bawang

39. | 1.20.22.1 | Kecamatan Bandar

40. | 1.20.23.1 | Kecamatan Blado

41. | 1.20.24.1 | Kecamatan Wonotunggal

42. | 1.20.25.1 | Kecamatan Warungasem

43. | 1.20.26.1 | Kecamatan Kandeman

44. | 1.20.27.1 | Kecamatan Pecalungan

45. | 1.20.28.1 | Kecamatan Banyuputih

46. | 1.20.29.1 | Kelurahan Proyonanggan Selatan

47. 1 1.20.30.1 | Kelurahan Proyonanggan Tengah

48. | 1.20.31.1 | Kelurahan Proyonanggan Utara

49. | 1.20.32.1 | Kelurahan Kauman

50. | 1.20.33.1 | Kelurahan Watesalit

51. | 1.20.34.1 | Kelurahan Sambong

52. 1 1.20.35.1 | Kelurahan Kasepuhan

53. | 1.20.36.1 | Kelurahan Karangasem Utara

54. 1 1.20.37.1 | Kelurahan Karangasem Selatan

55. | 1.21.1.1 Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
56. | 1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

57. 1 1.26.1.1 Kantor Perpustakaan danArsip

58. 1 2.01.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan
59. 12.02.1.1 Dinas Kehutanan dan Perkebunan

60. | 2.04.1.1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

61. | 2.05.1.1 Dinas Kelautan dan Perikanan

62. | 2.07.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Sistem akuntansi keuangan daerah disusun berdasarkan hubungan antara SKPD
dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sebagai
SKPKD ( Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah )
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Pemerintah Kabupaten Batang telah mengimplementasikan sistem informasi
keuangan berbasis komputer melalui penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan
Daerah (SIMDA) bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP). Aplikasi SIMDA diterapkan secara terpadu, sejak proses
penganggaran, penatausahaan sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Untuk
akuntansi dan laporan keuangan sebagai hasil dari koordinasi belum sepenuhnya
menggunakan aplikasi simda keuangan, masih didampingi secara manual guna

rekonsiliasi, pengendalian dan saling uji.

Seluruh SKPD telah menggunakan SIMDA dalam proses penatausahaan
pendapatan dan belanja serta dalam proses penyusunan laporan keuangan. Proses
integrasi dan konsolidasi data dengan menggunakan aplikasi SIMDA secara garis besar

dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk data pendapatan, setiap SKPD melakukan pemrosesan data penerimaan dan
penyetoran. Selanjutnya data penerimaan dan penyetoran yang berupa STS ( Surat
Tanda Setoran ) dari BPD Jateng Cabang Batang yang telah dilakukan verifikasi

menjadi sumber data fungsi akuntansi untuk dilakukan penjurnalan.

2. Untuk data belanja, setiap SKPD melakukan pemrosesan pencatatan bukti
pengeluaran berupa surat pertanggungjawaban (SPJ), Surat Permintaan Pembayaran
(SPP), dan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan aplikasi SIMDA. Selanjutnya
data komputer berikut fisik SPM dikirim kepada fungsi perbendaharaan untuk
dilakukan verifikasi dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Berdasarkan SP2D yang diterbitkan, fungsi akuntansi SKPD mencatat realisasi

belanja.

3. Pada akhir tahun, dilakukan rekonsiliasi akhir atas seluruh transaksi penerimaan dan
pengeluaran serta data mutasi aset selama tahun berjalan sebagai dasar penyusunan

laporan keuangan SKPD.

4. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan hasil konsolidasi data dan

laporan keuangan SKPD.
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4.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI
Beberapa bagian penting dari kebijakan akuntansi diuraikan sebagai berikut.
A. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang dan sesuai dengan
Lampiran II PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
Penyusunan Laporan Keuangan menggunakan cash toward accrual basis yakni

menggunakan basis kas dan basis akrual secara bersamaan.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa
berdasarkan pengaruhnya terhadap Kas Daerah dan diterapkan untuk pengakuan
pos-pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam  Laporan Realisasi
Anggaran.. Artinya bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening
Kas Umum Daerah, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening
Kas Umum Daerah. Selisih jumlah pendapatan dan belanja ini disebut
Surplus/Defisit. Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan
pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan
diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan

untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual
diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas. Artinya aset, kewajiban dan
ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, tanpa

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Dengan diterapkannya basis akuntansi yang berbeda untuk Laporan Realisasi
Anggaran dan Neraca, maka digunakan jurnal pendamping (korolari) untuk
pengakuan pos-pos neraca yang terpengaruh oleh transaksi-transaksi pendapatan,

belanja maupun pembiayaan.
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B. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis

pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
1. Pengukuran Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat
ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh
pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang. Tidak
termasuk pengertian sumber daya ekonomis adalah sumber daya alam seperti
hutan, sungai, danau/rawa ,kekayaan di dasar laut, dan kandungan
pertambangan dan harta peninggalan sejarah.. Aset diakui pada saat diterima

atau pada saat hak kepemilikan dan /atau penguasaannya berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi jangka panjang,

Aset Tetap, dana cadangan dan Aset Lainnya.
a. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk
direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua
belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Aset
lancar ini meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang,

dan persediaan. Pengakuan Aset lancar dilakukan sebagai berikut:
1) Kas dicatat sebesar nilai nominal;

2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar harga perolehan;

3) Piutang dicatat sebesar nilai nominal;

Sesuai Peraturan Bupati Batang Nomor 42 tahun 2013, terhadap
piutang dilakukan penyisihan piutang tak tertagih. Dasar perhitungan

penyisihan piutang tak tertagih adalah berdasarkan umur piutang.
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4) Pengakuan Persediaan dilakukan sebagai berikut :

a) Persediaan yang berasal dari pembelian dicatat dengan harga beli

terakhir;

b) Persediaan yang berasal dari kegiatan produksi pada SKPD dicatat

sebesar biaya standar;

¢) Persediaan yang berasal dari hibah atau donasi dicatat sebesar nilai

persediaan tersebut pada saat diterima.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan utnuk

dimiliki selama lebih dari 12 ( dua belas ) bulan.

Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi

permanen.

Investasi non permanen yang berupa pinjaman yang diberikan kepada

kepada pihak lain dicatat sebesar nilai nominal;
Investasi dalam proyek pembangunan dicatat sebesar harga perolehan;

Investasi dalam bentuk hewan yang dapat berkembang biak dengan
sendirinya dicatat sebesar nilai pasar yang wajar hewan tersebut pada

tanggal pelaporan;

Investasi pada perusahaan yang kepemilikannya di bawah 20 % ( dua
puluh persen ) atau tidak mempunyai kewenangan untuk
mengangkat/memberhentikan direksi atau tidak dapat mengendalikan

jalannye perusahaan dicatat sebesar harga perolehan;

Investasi pada perusahaan yang kepemilikannya lebih besar atau sama
dengan 20 % ( dua puluh persen ), mempunyai kewenangan untuk
mengangkat/memberhentikan direksi, atau dapat mengendalikan

jalannnya perusahaan dicatat dengan menggunakan meode ekuitas.
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c. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah
maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih

dari satu tahun.
e Aset tetap dicatat sebesar harga perolehan;

e Kebijakan harga perolehan merupakan pengakuan terhadap jumlah
kas/setara kas yang dibayarkan, terdiri dari belanja modal, belanja
administrasi pembelian/pembangunan, belanja pengiriman, pajak dan
nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai komponen harga

perolehan asset tetap;

e Kebijakan kapitalisasi aset merupakan pengakuan terhadap jumlah
kas/setara kas dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai

penambah nilai aset tetap;

e Aset tetap belum memperhitungkan penyusutan terhadap aset tetap
sebagaimana diatur dalam SAP dan Buletin Teknis tentang akuntansi

penyusutan.

Berdasarkan SK Bupati Batang Nomor : 050/1102/2007 tentang Pedoman
Kapitalisasi Barang Milik / Kekayaan Daerah Dalam Akuntansi
Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Batang telah menerapkan
nilai satuan minimum Kkapitalisasi aset tetap (minimum capitalization
threshold), yakni batasan jumlah biaya tertentu yang digunakan dalam

penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

Besaran nilai minimum kapitalisasi aset tetap tersebut adalah sebagai

berikut:

1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan
alat/perlengkapan  olah raga yang sama dengan atau lebih dari

Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah).
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2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih

dari Rp 20.000.000, 00 ( dua puluh juta rupiah ).

Nilai Satuan Minimum Kepitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap
pengeluaran tanah , jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya berupa

koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset
lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset
lainnya terdiri atas piutang penjualan angsuran, piutang tuntutan ganti
kerugian daerah, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud
termasuk hasil studi dan penelitian serta perangkat lunas aplikasi dan aset

lain-lain.

Pengukuran Aset lainnya sebagai berikut :

¢ Piutang penjualan angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu jumlah
yang akan diterima pada tanggal jatuh tempo

¢ Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dicatat sebesar nilai nominal
e Kemitraan dengan pihak ke tiga dicatat sebesar nilai nominal

e Aset tak berwujud dicatat sebesar harga perolehan.

2. Pengukuran Kewajiban

e Utang dicatat sebesar nilai nominal yang akan dibayar pada tanggal jatuh

tempo.

e Utang dalam valuta asing dijabarkan ke dalam rupiah dengan kurs pada

tanggal neraca.

3. Pengukuran Pendapatan

Pendapatan dicatat berdasarkan penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan

mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
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4. Pengukuran Belanja

a.

b.

Belanja dicatat sebesar nilai nominal pengeluaran uang dari Rekening

Umum Kas Daerah;

Transaksi belanja dalam bentuk barang dan jasa dilaporkan dalam Laporan
Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan dengan cara

menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi.

Adapun Klasifikasi Belanja yang digunakan:

a)

b)

Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari
pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja
operasi antara lain meliputi belanja pegawai (belanja langsung maupun
belanja tidak langsung), belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan

sosial.
Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap
dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
Belanja modal antara lain belanja untuk pengadaan tanah, peralatan dan
mesin, bangunan dan gedung, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap

lainnya.
Belanja Tidak Terduga

Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan
yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti
penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak
terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan
kewenangan pemerintah pusat/daerah termasuk pengembalian atas
kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, yang didukung

dengan bukti-bukti yang sah.
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4.3 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG BERKAITAN DENGAN
KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN (SAP)

a. Pengakuan Pendapatan

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ( PSAP ) No. 2 tentang Laporan

Realisasi Anggaran pada paragraf 21 dan 22 menyatakan sebagai berikut :

Pada paragraf 21. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas
Umum Negara/Daerah. Pengakuan pendapatan ditentukan oleh Bendahara Umum
Negara/Bendahara Umum Daerah sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-
mata oleh RKUN/RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya. Oleh karena
itu pernyataan bahwa pendapatan diakui pada saat diterima pada RKUN/RKUD
perlu diinterpretasikan sehingga pendapatan sesuai dengan PSAP tersebut

mencakup hal-hal sebagai berikut :
¢ Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUN/RKUD

e Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan sebagai pendapatan
negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD,
dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari

BUN/BUD.

e Pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa
disetor ke RKUN/RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya
kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.

¢ Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang
digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima
wajin melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan

negara/daerah.

e Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan
otoritas yang diberikan oleh BUN/BUD dan BU/BUD mengakuinya sebagai

pendapatan.
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b. Pengakuan Belanja

Berkaitan dengan pengakuan belanja, Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraf 31

dan 32 menyatakan sebagai berikut:

31. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum

Negara/Daerah.

32. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi

pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit

yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Untuk memenuhi ketentuan paragraf 31 tersebut di atas, belanja yang

pembayarannya diajukan melalui Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS)

diakui pada saat diterbitkannya SP2D atas SPM LS tersebut.

Sedangkan pelaksanaan ketentuan paragraf 32, untuk pengesahan atas

pertanggungjawaban pengeluaran melalui bendahara pengeluaran dilakukan sebagai

berikut:

1.

Kuasa BUD menerbitan SP2D Ganti Uang (GU) sebagai perintah pencairan
dana sekaligus sebagai bentuk pengesahan atas pertanggungjawaban
pengeluaran Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.
Sedangkan pada akhir tahun diterbitkan SP2D Nihil sebagai pengesahan atas
penggunaan UP pada akhir tahun.

Kuasa BUD menerbitkan SP2D Nihil atas pengeluaran melalui Tambah Uang

(TU) sebagai pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran dana TU.

Khusus untuk RSUD Batang yang telah menerapkan pola pengelolaan
keuangan dengan Badan Layanan Umum (BLU), pengesahan belanja mengacu
pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum Daerah (BLUD).
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c¢. Penyusutan

PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap pada paragraf 53 menyatakan
bahwa, “Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut
dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan
penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada

masing-masing akun aset tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap.”

Berkaitan dengan pernyataan standar tersebut di atas, Neraca seharusnya
menyajikan akumulasi penyusutan. Namun, Neraca Pemerintah Kabupaten Batang
tahun 2013 tidak menyajikan akumulasi penyusutan aset tetap. Hal ini dikarenakan
Pemerintah Kabupaten Batang belum menetapkan kebijakan akuntansi yang

berkaitan dengan penyusutan aset tetap.
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BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Neraca terdiri atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Ringkasan aset, kewajiban, dan

ekuitas untuk masing-masing SKPD disajikan pada Lampiran 2.

5.1.1 ASET LANCAR..........cccoiiiiiii,

Rp180.600.314.557,37

Aset lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan

daerah yang dapat dicairkan atau memiliki perputaran paling lama satu tahun

terhitung sejak tanggal neraca. Saldo keseluruhan kelompok akun aset lancar per

31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 dapat dirinci sebagai berikut:

Aset Lancar 31 Desember 2013 31 Desember 2012
1. KasdiKasda 134,783,743,770.00 125,839,075,460.00
2. Kas di Bendahara Pengeluaran 816,667,356.00 590,856,641.00
3. Kas di Bendahara Penerimaan 65,672,451.00 49,824,142.00
4, Kas di BLUD 11,273,535,488.00 6,520,451,162.00
5. Piutang Pajak Daerah 15,246,719,178.00 69,500,750.00
6. Piutang Retribusi 8,890,192,638.00 5,082,288,791.00
7. Bagian Lancar Tuntutan Ganti 28,800,000.00 19,200,000.00
8.  Piutang Dana Perimbangan - 4,518,210.00
9. Piutang Lainnya 47,473,261.00 798,295,890.00
10. Penyisihan Piutang tak tertagih (4,690,736,983.19)
11 Persediaan 14,138,247,398.56 12,264,438,209.00
180,600,314,557.37 151,238,449,255.00

1.Kasdi Kas Daerah....ccccceevereeneennennennennennens

ceesnennennees Rp134.783.743.770,00

Saldo Kas di Kas Daerah terdiri atas penempatan berupa giro dan deposito pada Bank

Jateng, dengan rincian saldo sebagai berikut:
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Kas di Kasda 31 Desember 2013 31 Desember 2012
1. Kas di rekening giro 48,783,743,770.00 125,839,075,460.00
2. Kas dalam bentuk deposito 86,000,000,000.00
Jml Kas di Kas Daerah 134,783,743,770.00 125,839,075,460.00

a). Rekening Giro.
Rekening giro bank sebesar Rp48.783.743.770,00 adalah dana yang merupakan

bagian dari kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Batang yang ditempatkan di
bank dalam bentuk rekening giro pada Bank Jateng Cabang Batang No.1-032-
00070-1 atas nama Bank Jawa Tengah Cabang Batang.

b). Deposito.
Saldo deposito sebesar Rp 86.000.000.000,00 adalah dana Pemerintah Daerah yang
ditempatkan di bank dalam bentuk deposito untuk jangka waktu satu bulan, dan
diperpanjang secara otomatis atau automatic roll over (ARO). Tingkat bunga
deposito tahun 2013 adalah sesuai tingkat bunga yang berlaku pada masing-masing

bank, yang pendapatannya diakui/dibukukan sebagai Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Kabupaten Batang.

Saldo deposito sebesar Rp 86.000.000.000,00 terperinci pada bank-bank sebagai

berikut :
Deposito 31 Desember 2013 31 Desember 2012
1. Bank Jateng Cabang Batang 60,000,000,000.00
Bank Rakyat Indonesia Cabang 25.000,000,000.00
Batang
Bank Tabungan Negara Pembantu 1.000,000.000.00
Batang
Jumlah Deposito 86,000,000,000.00 -

Penjelasan lebih rinci sebagai berikut :
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a. Bank Jateng Cabang Batang sebesar Rp60.000.000.000,00 terbagi dalam

deposito dengan nilai nominal :

masing-masing @ Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) berada
pada 5 (lima) bilyet deposito: 104301, 104302, 104303, 104311 dan
104312 sehingga berjumlah Rp50.000.000.000,00.

masing-masing @ Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) berada pada 2
(dua) bilyet deposito:104314 dan 104315 sehingga berjumlah
Rp10.000.000.000,00.

b. Bank Rakyat Indonesia Cabang Batang sebesar Rp25.000.000.000,00 terbagi
dalam 5 (lima) bilyet deposito nomor : 5694195, 2054888, 2054889, 2054890
dan 2054891 masing-masing dengan nilai nominal Rp5.000.000.000,00.

c. Bank Tabungan Negara Pembantu Batang sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan

nomor bilyet deposito :1431267.

2.Kas di Bendahara Pengeluran Rp816.667.356,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan uang tunai maupun yang berada di

rekening giro bank bendahara pengeluaran SKPD per 31 Desember 2013 sebesar
Rp816.667.356,00. Saldo tersebut terdiri atas:

Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2013
Sisa Uang Persediaan yang belum disetor 568.890.953.00
ke Kas Daerah
2. Hutang belanja dan hutang PFK 245,960,312.00
3. Jasagiro 1,273,567.00
4,  Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah 542,524.00
Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran 816,667,356.00

Penjelasan lebih rinci sebagai berikut :
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1) Sisa uang persediaan (UP/TU) yang belum disetor ke kas daerah sebesar

Rp568.890.953,00, yakni pada SKPD sebagai berikut:

Saldo UP/TU pada bendahara pengeluaran:

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Rumah Sakit Umum Daerah

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan ESDM

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB

Bagian Umum Setda

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(PPKD)

Inspektorat

Kelurahan Watesalit

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi

Kecamatan Subah

Jumlah

31 Desember 2013 (Rp)

93,407,413.00
57,601,538.00
117,262,950.00
49,494,347.00
55,000.00
180,000.00
205,000.00

240,632,300.00

20,315.00
1,067,970.00
3,896,800.00
3,877,320.00

650,000.00

540,000.00

568,890,953.00

Sisa uang persediaan (UP/TU) tersebut seluruhnya telah disetorkan ke Kas Daerah

terakhir pada bulan Februari 2014.

2) Hutang

belanja

dan hutang Perhitungan Fihak Ketiga

(PFK)

sebesar

Rp245.960.312,00 terdapat pada kas di bendahara pengeluaran SKPD sebagai

berikut:

Hutang Jangka Pendek Lainnya dan Hutang Pajak

Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab.batang
Bagian Umum Setda Kabupaten Batang

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kecamatan Batang

Kecamatan Tersono

Jumlah

31 Desember 2013 (Rp)

2,100.00
909.00
22,535,000.00
400.00
209,957,253.00
12,573,650.00
891,000.00

245,960,312.00
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Hutang jangka pendek lainnya dan hutang pajak terdiri dari gaji yang belum
diserahkan kepada penerimanya, SP2D LS yang belum dicairkan, pajak dari kegiatan
yang belum dibayarkan dan titipan dana dari Pemerintah Pusat untuk kegiatan

Sekolah Standar Nasional (SSN).

3) Jasa giro pada rekening bendahara pengeluaran yang belum disetorkan ke kas daerah

sebesar Rp1.273.567,00 terdapat pada kas Bendahara Pengeluaran sebagai berikut :

Jasa Giro 31 Desember 2013 (Rp)
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 823,058.00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10,395.00
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 440,114.00

Jumlah Jasa Giro 1,273,567.00

4). Lain-lain pendapatan asli daerah pada rekening bendahara pengeluaran yang belum

disetorkan ke kas daerah sebesar Rp542.524,00 berupa angka pembulatan dari

dana yang diterima oleh bendahara pengeluaran.

Lain-Lain PAD yang belum disetor 31 Desember 2013 (Rp)
Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 700.00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8,906.00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 52,325.00
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 49,447.00
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 42,623.00
Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi 2,000.00
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 369,899.00
Kelurahan Karangasem Selatan 466.00
Kelurahan Kasepuhan 1,952.00
Kelurahan Kauman 2,209.00
Kelurahan Poyonanggan Utara 2,510.00
Kelurahan Sambong 1,208.00
Kelurahan Watesalit 1,428.00
Satuan Polisi Pamong Praja 150.00
Bagian Umum 6,701.00

Jumlah 542,524.00
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3.Kas di Bendahara Penerimaan Rp65.672.451,00
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2013 merupakan penerimaan
pendapatan tahun 2013 yang belum disetor ke Kas Daerah dengan rincian sebagai

berikut:

Pendapatan yang belum disetor bendahara 31 Desember 2013(Rp)

penerimaan
Dinas Kesehatan 56,535,011.00
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 44.,000.00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 7,095,750.00
Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi 1,932,000.00
Dinas Kelautan dan Perikanan 65,690.00

Jumlah 65,672,451.00

Pendapatan tahun 2013 yang baru disetor tahun 2014 berada pada bendahara

penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu, yaitu:

a. Dinas Kesehatan, terdiri dari:

No. | Nama SKPD/UPTD Nilai

1. | Dinas Kesehatan 53.203.000,00
2. | Puskesmas Limpung 1.682.966,00
3. | Puskesmas Subah 60.834,00
4. | Puskesmas Bawang 60.898,00
5. | Puskesmas Gringsing | 253.333,00
6. | Puskesmas Bandar | 1.273.980,00

Jumlah 56.535.011,00

b. Kantor Pepustakaan dan Arsip Daerah : merupakan pendapatan dari denda

keterlambatan pengembalian buku sebesar Rp44.000,00.

c. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata : merupakan pendapatan retribusi tempat

rekreasi Pantai Sigandu dan Pantai Ujung Negoro sebesar Rp7.095.750,00.

d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan : merupakan retribusi kebersihan pasar dan

retribusi pelayanan pasar sebesar Rp1.932.00,00.

e. Dinas Kelautan dan Perikanan: merupakan pendapatan dari retribusi TPI Seklayu

sebesar Rp65.690,00
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4. Kas di BLUD RSUD Batang. Rp11.273.535.488,00

Kas di BLUD RSUD Batang per 31 Desember 2013 terdiri atas saldo yang terdapat di
rekening kas bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dengan rincian

sebagai berikut:

Kas di BLUD RSUD Batang 31 Desember 2013 (Rp)
Kas di Bendahara Penerimaan 11,038,114,588.00
Kas di Bendahara Pengeluaran 235,420,900.00

Jumlah 11,273,535,488.00

1) Kas di Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Batang sebesar Rp11.038.114.588,00

dengan rincian:
e Rekening Bank Jateng Cabang Batang Rp7.198.648.332,00
No.2-032-08176-5

e Rekening Bank Jateng Cabang Batang Rp 292.914,00
No.2-084-01844-1

e Rekening Bank Jateng Cabang Batang Rp 10.480.200,00
No.2-032-08421-0

e  Rekening Bank Jateng Cabang Batang Rp 376.743.852,00
No.2-032-11722-3

® Rekening giro Bank Rakyat Indonesia Cab.Batang Rp 3.417.041.393,00
No.156-01-000358-30-9

e Tunai di Bendahara Penerimaan Rp  34.907.897,00
Rp11.038.114.588,00

2) Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Batang sebesar Rp235.420.900,00
Jumlah tersebut per 31 desember 2013 berada di:

¢ Rekening Bank Jateng Cabang Batang Rp 183.466.204,00
No.2-032-08534-5
e Kas tunai Rp 51.954.696,00

Rp 235.420.900,00
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Rp15.246.719.178,00

Piutang pajak adalah hak Pemerintah Daerah atas pendapatan pajak tahun berkenaan,

5.Piutang Pajak Daerah

yang belum dibayar oleh Wajib Pajak bersangkutan. Berikut piutang pajak daerah per
31 Desember 2013 dan perbandingannya dengan tahun 2012 :

31 Desember 2013 31 Desember 2012

Piutang Pajak: (Rp) (Rp)

Pajak Hotel 6,143,450.00

Pajak Hiburan 2,477,000.00 520,000.00
Pajak Reklame 15,173,000.00 53,672,750.00
Pajak Restoran 18,653,000.00 12,655,000.00
Pajak Parkir 870,000.00

Pajak Air Tanah 28,667,100.00

Pajak Galian Gol.C 2,653,000.00

Pajak Bumi dan 15,174,735,628.00
Baneunan P2

15,246,719,178.00 69,500,750.00

Penjelasan lebih rinci sebagai berikut :

a. Untuk piutang dari obyek pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran dan pajak
parkir, penghitungan piutang didasarkan pada kekurangan pembayaran pajak
atas SPTPD ( Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) yang telah disampaikan oleh
wajib pajak dalam tahun anggaran 2013. Berikut rincian terhadap piutang pajak

yang dimaksud di atas:

1) Piutang pajak hotel sebesar Rp6.143.450,00 terdiri dari piutang untuk 6

(enam) wajib pajak meliputi hotel, homestay dan rumah kos.

2) Piutang pajak hiburan sebesar Rp2.477.000,00 terdiri dari piutang untuk
13(tiga belas) wajib pajak meliputi panti pijat, kolam renang, futsal,

playstation, dan cafezone.

3) Piutang pajak restoran sebesar Rp18.653.000,00 terdiri dari piutang untuk

23(duapuluh tiga) wajib pajak meliputi rumah makan dan cafe.

4) Piutang pajak parkir sebesar Rp870.000,00 terdiri dari piutang untuk 31(tiga
puluh satu) wajib pajak.
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b. Untuk piutang dari pajak reklame dan pajak air penghitungan piutang
didasarkan pada kekurangan pembayaran pajak atas SKPD (Surat Ketetapan
Pajak Daerah) yang telah diterbitkan.

1) Piutang pajak reklame sebesar Rp15.173.000,00 merupakan piutang dari
wajib pajak PT.Tiga Daratan.

2) Piutang pajak air tanah sebesar Rp28.667.100,00 merupakan piutang dari 56
wajib pajak.

c. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Data Piutang PBB-P2 dan Aset Sitaan
Nomor BA-013/WPJ.10/KP.14/2013 Nomor 973/138/2013 tanggal 31 Januari
2013 telah dilaksanakan serah terima/pengalihan data piutang PBB-P2 dan
Aset Sitaan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang kepada
Bupati Batang dalam rangka pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah pada
tanggal 31 Januari 2013.

Dalam Berita Acara tersebut dinyatakan bahwa : Saldo Piutang PBB P2 yang
dialihkan sebagai pajak daerah adalah sebesar Rp10.582.956.586,00 (sepuluh
milyar lima ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu
lima ratus delapan puluh enam rupiah). Nilai tersebut adalah nilai piutang bruto

untuk tahun pajak 2002 sampai dengan tahun 2012.

Pada tahun 2013 terdapat angsuran piutang untuk tahun pajak 2010, 2011 dan
2012 sebesar Rp249.770.525,00 dan terdapat piutang PBB-P2 tahun 2013
sebesar Rp4.841.765.080,00. Angka tersebut merupakan data piutang tahun
2013 per tanggal 27 Desember 2013.

Perhitungan saldo nilai piutang PBB P-2 adalah sebagai berikut :

Piutang PBB P-2 31 Desember 2013 (Rp)

e 10 s 207 e ST
Angsuran yang diterima di tahun 2013 (249,770,525.00)

10,333,186,061.00

Piutang PBB tahun 2013 4,841,549,567.00

Jumlah 15,174,735,628.00
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Secara terperinci, piutang PBB-P2 berdasarkan tahun pajak terlihat dalam tabel berikut :

Piutang per 31 Des 2013 Penerimaan Piutang per 31 Des 2013
Tahun: Bruto (Rp) Piutang stlh dikurangi penerimaan piut
2013 4,841,549,567.00 - 4,841,549,567.00
2012 2,822,652,051.00 245,402,232.00 2,577,249,819.00
2011 2,242,796,321.00 1,273,037.00 2,241,523,284.00
2010 1,660,997,094.00 3,095,256.00 1,657,901,838.00
2009 1,184,388,511.00 1,184,388,511.00
2008 768,990,937.00 768,990,937.00
2007 442,175,685.00 442,175.685.00
2006 501,883,204.00 501,883,204.00
2005 263,367,360.00 263,367,360.00
2004 256,613,273.00 256,613,273.00
2003 292,165,495.00 292,165,495.00

2002 146,926,655.00
15,424,506,153.00

146,926,655.00
15,174,735,628.00

249,770,525.00

Data wajib pajak PBB P-2 secara terperinci terdapat dalam software SISMIOP
DPPKAD Kab. Batang. Piutang PBB tahun 2013 berdasarkan SISMIOP sebesar
Rp4.705.129.954,00  sedangkan yang tersaji dalam neraca sebesar
Rp4.841.549.567,00. Terdapat selisih Rp136.635.126,00 dikarenakan data yang
tercantum di neraca adalah per 27 Desember 2013. Data pengalihan piutang PBB P-2
sedang dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh DPPKAD Kabupaten Batang bersama
KPP Pratama Batang. Untuk keperluan ini, Pemerintah Kabupaten Batang telah
mengirim surat kepada KPP Pratama Batang Nomor : 973/131/2014 Tanggal 5
Februari 2013 Perihal Permohonan dilakukan Cleancing Data Piutang PBB P-2 Tahun
2012.

6.Piutang Retribusi Daerah........c.cccvvuiiiniiiniiinniiennnen Rp 8.890.192.638,00
Akun piutang retribusi menggambarkan hak Pemerintah Daerah dari pengenaan
retribusi daerah yang sampai dengan 31 Desember 2013 belum diterima

pembayarannya, dengan rincian berdasarkan SKPD sebagai berikut:

Piutang Retribusi: 31 Desember 2013 (Rp) 31 Desember 2012(Rp)

Bagian Tata Pemerintahan

187,100,000.00 189,600,000.00

BLUD RSUD 7,665,799,338.00 4,892,688,791.00
Dinas Kesehatan 1,032,544,300.00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 4,749,000.00

Jumlah 8,890,192,638.00 5,082,288,791.00
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Piutang retribusi tersebut di atas merupakan piutang lancar dengan umur piutang tidak

lebih dari satu tahun.

Jenis piutang untuk masing-masing SKPD tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1). Piutang retribusi pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Batang
sebesar Rp187.100.000,00 berasal dari :

Piutang Retribusi Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab.Batang 31 Desember 2013 (Rp)

- tunggakan dari pemenang lelang yang belum dibayarkan sebesar 7,100,000.00

Piutang sewa pemanfaatan tanah aset Pemerintah Kabupaten Batang yang terletak di Blok
- Sigandu Desa Klidang Lor Kecamatan Batang untuk digunakan sebagai pengisian bahan 180,000,000.00
bakar nelayan (SPBN) dan fasilitas pendukung lainnya

Jumlah 187,100,000.00

2). Piutang Retribusi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang sebesar
Rp7.665.678.923,00 terdiri :

31 Desember 2013 (Rp)

PT.Jamsostek 89,549,760.00
PT.Primatex 73,095,792.00
PT.Askes 411,458,439.00
Departemen Kesehatan( Jamkesmas) 7,088,898,399.00
INHEALTH 2,796,948.00

Jumlah 7,665,799,338.00

3) Piutang retribusi Dinas Kesehatan sebesar Rp1.032.544.300,00 terdiri dari :

Piutang Retribusi Dinas Kesehatan 31 Desember 2013 (Rp)

- Piutang Jasa layanan jamkesmas/jampersal yang belum diterima oleh Dinas 1,026,888,500.00
Kesehatan pada bulan November dan Desember 2013

" Piutang Jamkesda 1,705,800.00

- Piutang Askes 3,950,000.00

Jumlah 1,032,544,300.00

Pada tahun 2012 piutang ini masuk dalam akun piutang lainnya.
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7.Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi ........c.cccveviiniiinniinninnns Rp28.800.000,00
Tuntutan ganti rugi adalah ganti rugi yang seharusnya diterima Pemerintah Kabupaten
Batang Tahun 2013 sesuai Keputusan Bupati Batang Nomor: 950/271/2006 tentang
Pembebanan Kerugian Daerah atas nama Sdr. Muhammad Teguh Prajatna sebesar

Rp28.800.000,00.

Berdasarkan keputusan Bupati Batang tersebut, Sdr. Muhammad Teguh Prajatna harus
mengangsur Rp800.000,00 setiap bulannya. Namun sejak tahun 2011 sampai dengan

tahun 2013 belum ada setoran yang masuk ke kas daerah.

8.Piutang Dana Perimbangan. Rp0,00

Piutang dana perimbangan pada akhir tahun 2013 sebesar Rp0,00. Sedangkan saldo
akhir tahun 2012 sebesar Rp4.518.210,00. Berikut perbandingan antara piutang dana
perimbangan tahun 2013 dengan tahun 2012:

Piutang Bagi hasil pajak dan bukan pajak-Pusat 31 Desember 2013 (Rp) 31 Desember 2012(Rp)
Piutang SDA Gas Bumi 1,327,800.00
Piutang SDA Minyak Bumi 3,190,410.00

Jumlah - 4,518,210.00

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan

fiskal antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan antar pemerintah daerah.
Akun piutang dana perimbangan tahun 2013 sebesar Rp0,- didasarkan pada :

a. Hasil penjelasan Bapak M.Agus Kristianto dari Direktorat Evaluasi Pendanaan
dan Informasi Keuangan Daerah pada acara Workshop Pengakuan Pendapatan
Transfer Akrual dan Rekonsiliasi Data Realisasi Anggaran Transfer Daerah
Tahun Anggaran 2013 yang diselenggarakan pada tanggal 25 Februari 2014
bertempat di Hotel Mercure Jakarta Utara yang diantaranya menjelaskan
bahwa apabila pada akhir tahun terjadi kurang salur atau kurang bayar dana

transfer, Pemerintah Daerah baru mengakui piutang apabila ada pernyataan
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kurang salur dari Pemerintah Pusat. Jika tidak ada pernyataan kurang salur dari

pemerintah pusat, maka tidak diakui sebagai piutang.

b. Berdasarkan Hasil Penelusuran terhadap Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber
Daya Alam Gas Bumi dan Minyak Bumi Tahun 2012 yang telah dilaksanakan
oleh DPPKAD Kabupaten Batang bahwa rincian piutang terhadap realiasasi

Dana Bagi Hasil dimaksud dapat dijelaskan sebagaiamana tabel di bawah ini :

Pagu
Realisasi Selisih

Uraian PMK Penetapan PMK Definitif
SDA GAS BUMI PMK Nomor
:08/PMK.07/2012 dan Nomor
2 13/PMR. 072012 6,639,000.00 20,816,052.00  19.488252.00 (1,327,800.00)
SDA Minyak BUMI PMK Nomor
:08/PMK.07/2012 dan Nomor 72,872,000.00 66,752,462.00  63,562,052.00 (3,190.410.00)
213/PMK.07/2012

Jumlah 79,511,000.00 87,568,514.00  83,050,304.00 (4,518,210.00)

9.Piutang Lainnya Rp47.473.261,00

Akun piutang lain-lain menggambarkan hak Pemerintah Daerah dari piutang selain
piutang pajak, piutang retribusi, dan bagian lancar tuntutan ganti rugi yang sampai

dengan 31 Desember 2011 belum diterima pembayarannya, dengan rincian sebagai

berikut:

Piutang Lainnya 31 Desember 2013 (Rp) 31 Desember 2012(Rp)
Piutang Penjualan Barang Milik Daerah 9,600,000.00 9,600,000.00
Piutang Pinjaman Modal PNS 37,873,261.00 38,329,822.00
Piutang UPTD Balai Benih Padi, Palawija dan UP3
Sambong Dispertanak ) 27,489,068.00
Piutang Jamkesmas Dinas Kesehatan - 722,877,000.00

Jumlah 47,473,261.00 798,295,890.00

1) Piutang Penjualan Barang Milik Daerah sebesar Rp9.600.000,00 merupakan

Piutang atas lelang kendaraan roda empat tahun 2004 yang dimenangkan oleh
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Saudara H. Solichin berdasarkan Surat Keputusan Bupati nomor 028/235/2004

yang sampai per 31 Desember 2013 belum dilunasi.

2) Piutang Pinjaman modal PNS per 31 Desember 2013 sebesar Rp37.873.261,00
berasal dari saldo Pinjaman Modal Kerja tahun 2012 dikurangi dengan setoran di

tahun 2013.

Berikut rincian piutang modal kerja PNS :

Saldo Piutang Angsuran Saldo Piutang

Nama Per 1 Januari 2013 Piutang Per 31 Desember 2013
Sutomo 56,561.00 56,561.00
Didik Teguh Raharjo 10,375,000.00 10,375,000.00
Eko Saputro 8,375,000.00 400,000.00 7.975.000.00
Bunari Sishandoyo 1,648,100.00 1,648,100.00
Very Dwi Ariyanto 8,969,261.00 8.969.261.00
Munawir 8,905,900.00 8.905.900.00

38,329,822.00 456,561.00 37,873,261.00

3) Piutang UPTD Balai Benih Padi, Palawija dan UP3 Sambong Dispertanak telah
lunas di tahun 2013.

4) Piutang Jamkesmas/jampersal pada tahun 2013 telah direklasifikasi ke dalam

piutang retribusi.

10. Penyisihan piutang tak tertagih (Rp4.690.736.983,19)
Sesuai dengan Peraturan Bupati Batang Nomor :42 Tahun 2013 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Nomor :26 Tahun 2007 Tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang bahwa penilaian dan penyajian piutang
mengharuskan piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net
realizable value), yaitu penilaian piutang di laporan keuangan harus dikurangkan
dengan penyisihan piutang tak tertagih, maka untuk tahun 2013 saldo piutang pajak
daerah per 31 Desember 2013 disajikan sebesar nilai netto berbeda dengan tahun
2012 yang masih disajikan sebesar nilai bruto.

Berikut tabel piutang pajak daerah bruto beserta penyisihan piutangnya :
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11. Persediaan

Piutang Pajak: Bruto (Rp) Tak tertagih Netto (Rp)
Pajak Hotel 6,143,450.00 30,717.00 6,112,733.00
Pajak Hiburan 2,477,000.00 12,385.00 2,464,615.00
Pajak Reklame 15,173,000.00 75,865.00 15,097,135.00
Pajak Restoran 18,653,000.00 93,265.00 18,559,735.00
Pajak Parkir 870,000.00 4,350.00 865,650.00
Pajak Air 28,667,100.00 143,335.50 28,523,764.50

Pajak Bumi dan
Bangunan P2

15,170,951,141.00

4,599,352,841.50

10,571,598,299.50

Piutang penjualan BMD 9,600,000.00 9,600,000.00 -
lfl;“sta“g Modal Kerja 37,873,261.00 37,873,261.00 -

Piutang Jamkesmas Dinas
Kesehatan

1,032,544,300.00

5,162,721.50

1,027,381,578.50

Piutang Retribusi RSUD 7,665,799,338.00 38,328,996.69 7,627,470,341.31
Piutang Retribusi Tata

; 7,100,000.00 35,500.00 7,064,500.00
Pemerintahan
Piutang Retribusi Dinas
Kebudayaan dan 4,749,000.00 23,745.00 4,725,255.00
Pariwisata

24,000,600,590.00 4,690,736,983.19 19,309,863,606.81

Rp14.138.247.398,56

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat

habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional

Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan

dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja. Rincian

saldo persediaan per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebagai

berikut:
Persediaan 3 Des‘zg;’fr 2013 31 Desember 2012 (Rp)
1 Persediaan ATK/Pakai Habis 613,486,241.56 233,372,715.00
2 Persediaan Obat-obatan medis 9,621,960,302.00 9,888,445,954.00
3 Persediaan Rumah tangga 6,499,300.00 497,500.00
4 Persediaan Benda Berharga 227,109,405.00 552,590,612.00
5 Persediaan Lainnya 3,669,192,150.00 1,735,500.00

14,138,247,398.56 10,676,642,281.00
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Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (opname) terhadap persediaan
dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan

oleh bendahara barang masing-masing SKPD.
1) Persediaan ATK

Rincian Saldo Persediaan ATK sebesar Rp613.486.241,56 berada di SKPD

dengan rincian terlampir pada Lampiran 3.
2) Persediaan Obat-obatan Medis

Saldo persediaan obat-obatan medis yang disajikan di Neraca Per 31 Desember

2013 sebesar Rp9.621.960.302,00 berada pada SKPD sebagai berikut:

31 Desember 2013 31 Desember 2012

Obat-Obatan Medis
(Rp) (Rp)
1 Dinas Kesehatan 6.159.693.647,00 7.474.167.703,00
2 Rumah Sakit Umum Daerah 2.964.241.584,00 1.957.890.567,00
3 Badan Pemberdayaan Peremp dan KB 498.025.071,00 456.387.684,00
9.621.960.302,00 9.888.445.954,00

3) Persediaan Rumah Tangga

Saldo persediaan rumah tangga yang disajikan di Neraca Daerah Per 31
Desember 2013 sebesar Rp6.499.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

Persediaan Rumah Tangga 31 Desember 2013 31 Desember 2012

(Rp) (Rp)
1 RSUD 3,874,300.00 127,000.00
2 Dinas Kesehatan 1,888,000.00
3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 473,000.00
4 Kantor Kesbangpollinmas 114,000.00 114,000.00
5 Bagian Humas dan Protokol 150,000.00 256,500.00
6,499,300.00 497,500.00

4) Persediaan Benda Berharga.

Saldo persediaan benda berharga yang disajikan di Neraca Daerah Per 31
Desember 2013 sebesar Rp227.109.405,00 dengan rincian sebagai berikut:
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5)

Persediaan Benda Berharga

31 Desember 2013

31 Desember 2012

(Rp) (Rp)
1 Bagian Humas dan Protokol 30,000.00 324,433,540.00
2 DPPKAD - 8,190,000.00
3 Dinas Perindustrian Perdagangan dan 69,207,900.00 66,428,820.00
Koperasi
4 Dinas Perhubungan,Komunikasi dan 151,096,505.00 146,759,502.00
Informatika
5 Badan Pemberdayaan Masyarakat 120,000.00 48,000.00
6 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 6,655,000.00 6,730,750.00
227,109,405.00 552,590,612.00

Persediaan benda berharga sebagaimana tersebut di atas adalah berupa materai,

karcis, dan plat uji, buku uji, stiker tanda samping, kartu pos, dan traffic cone

untuk Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika.

Persediaan Lainnya.

Saldo persediaan lainnya disajikan di Neraca Daerah per 31 Desember 2013

sebesar Rp3.669.192.150,00 berada pada SKPD sebagai berikut :

Persediaan Lainnya

31 Desember 2013

31 Desember 2012

(Rp) (Rp)
1 Dinas Bina Marga dan SDA 103,950,000.00 956,776,500.00
2 Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan 3,558,842,150.00
632511928
3 Sekretariat DPRD 6,400,000.00
4 Kecamatan Bandar 243,000.00

3,669,192,150.00 1,589,531,428.00

Berikut penjelasan terperinci dari tabel di atas :
a). Dinas Bina Marga dan SDA

Persediaan lainnya di Dinas Bina Marga dan SDA adalah berupa kawat
bronjong sejumlah 5000 kg senilai Rp103.950.000,00.

b). Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan.
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Persediaan lainnya di Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan senilai

Rp3.558.842.150,00 berupa :

a. Kawat Bronjong 177 rol Rp 141.075.000,00
b. Bak penampung dan perpipaan air bersih 2.381.407.150,00
c. MCK 130.321.000,00
d. Taping jaringan listrik 715.349.000,00
e. Pembangunan gedung Persit Koramil Batang 190.690.000,00

Bak penampung dan perpipaan air bersih serta MCK rencananya akan

dihibahkan ke desa-desa.
¢). Sekretariat DPRD.

Persediaan lainnya di Sekretariat DPRD adalah berupa plakat DPRD
Pemerintah Kabupaten Batang sebedar Rp6.400.000,00

5.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG .....ccevvevurecnccnnees RP62.087.690.118,12
Saldo Investasi Jangka Panjang merupakan saldo penempatan Dana
Pemerintah Kabupaten Batang dengan umur lebih dari satu tahun Per 31

Desember 2013 dengan rincian:

Investasi Jangka Panjang 31 Desember 2013 31 Desember 2012
(Rp) (Rp)
1 Investasi Non Permanen 568,238,000.00 568,238,000.00
2 Investasi Permanen 61,519,452,118.12 58,456,918,933.79
62,087,690,118.12 59,025,156,933.79
1. Investasi Non Permanen ............cecieceescsccnneerecccssssnnsssscccss Rp568.238.000,00

Investasi non permanen adalah investasi yang bertujuan untuk dimiliki secara
tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali,
seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang, yang
dimaksudkan untuk dimiliki sampai sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan

dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka
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pelayanan/pemberdayaan masyarakat, seperti bantuan modal Kkerja,
pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian
fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah. Saldo Investasi Non
Permanen Pemerintah Kabupaten Batang per 31 Desember 2013 merupakan
nilai penempatan dana Pemerintah Kabupaten Batang dalam bentuk program

dana bergulir dengan rincian sebagai berikut :

31 Desember 2013 31 Desember 2012
(Rp) (Rp)
99,200,000.00 99,200,000.00

Modal Bergulir

Modal Bergulir Penanaman Bibit

2 Modal Bergulir Pengembangan Usaha
Ternak

Modal Bergulir Gaduhan Sapi
Modal Bergulir Gaduhan Kambing

85,250,000.00 85,250,000.00

372,268,000.00
11,520,000.00
568,238,000.00

372,268,000.00
11,520,000.00
568,238,000.00

Berikut rincian Modal Bergulir sebesar Rp568.238.000,00 :

No Desa/Kecamatan Kelompok Tani Tunggakan
1|Padomasan Gapoktan Tani Jaya 85,250,000
2|Wonodadi Dadi Makmur 13,000,000
3|Padomasan Tani Jaya 54,000,000
4(Sodong Ngudi Makmur 149,720,000
5|Sidomulyo Tani Makmur 11,520,000
6|Plosowangi Dadi Mulyo 57,380,000
7|Ponowareng/Jolosekti Mardi Rahayu 12,396,000
8|Pangempon Raharjo 85,772,000
9|Pugangan Tani Mandiri 37,200,000

10|Rowosari Tani Mulyo 37,200,000
11|Kecepak Sekar Ayu Nursery 12,400,000
12|Kalisalak Sifa Nursery 12,400,000

568,238,000

Saldo modal bergulir di atas merupakan modal bergulir yang masih dapat
ditagih. Sedangkan untuk kategori tidak dapat ditagih dan diragukan dapat
ditagih, masuk dalam akun aset lainnya.

Penilaian saldo tersebut di atas adalah dari hasil inventarisasi dana bergulir
oleh Tim Inventarisasi melalui Dinas Tanaman Pangan, Pertanian dan
Peternakan dan dicatat dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat

direalisasikan.
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Namun demikian, pada tahun 2014 akan dilakukan penelusuran lebih lanjut

terhadap ketiga kategori modal bergulir tersebut.

2. Investasi Permanen Rp61.519.452.118,11

Saldo investasi permanen merupakan penempatan dana Pemerintah
Kabupaten Batang dalam bentuk Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang
bersifat permanen (ditujukan untuk kepemilikan) yang dicatat dengan
menggunakan metode ekuitas (equity method) kecuali penyertaan modal
Pemerintah Kabupaten Batang pada PT. Bank Jawa Tengah dan PT.PRPP
Jawa Tengah. Sehubungan per tanggal 31 Desember 2013, laporan keuangan
Perusahaan Daerah belum di audit oleh Kantor Akuntan Publik, maka
penyertaan modal yang tercantum dalam neraca berdasar laporan keuangan
perusahaan daerah yang belum diaudit. Berikut ini tabel rincian atas investasi

permanen Pemerintah Kabupaten Batang :

. 31 Desember 2013 31 Desember 2012
Investasi Permanen
(Rp) (Rp)
1 PT.Bank Jawa Tengah 11.715.000.000,00 10.618.000.000,00
2 PT.BPR Bapera Kab.Batang 4.469.027.460,54 3.635.254.849,21
3 PD.Aneka Usaha 2.269.449.674,00 2.202.200.223,00
4 PDAM Batang 33.761.153.380,38 30.877.181.209,16
PT.PRPP Jawa Tengah 464.200.000,00 464.200.000,00
BPR/BKK 8.370.621.603,20 8.584.948.475,74
7. Koperasi Batang Cemerelang 470.000.000,00 470.000.000,00
61.519.452.118,11 56.851.784.757,11
a. Investasi pada PT. Bank Jawa Tengah bertambah  sebesar

Rp1.097.000.000,- dari pos pengeluaran Pembiayaan tahun 2013.

b. Investasi pada PT. BPR Bapera Batang terdiri atas saham dengan prosentasi
kepemilikan Pemerintah Daerah Batang sebesar 99,67 persen sedangkan
sisanya sebesar 0,33 persen merupakan saham milik PDAM Kabupaten

Batang.
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c. PD. Aneka Usaha didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun
1986 tentang Perusahaan Daerah Tingkat II Batang dengan kepemilikan

saham sebesar 100 persen.

d. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Batang didirikan
berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun
1993 dan telah beberapa kali di perbaharui. Terakhir diperbaharui dengan
Perda nomor 5 Tahun 2011 tanggal 22 Juni 2011 tantang Peraturan Daerah
Air Minum Kabupaten Batang.

Investasi pada PDAM bertambah sebesar Rp700.000.000,- dari pos
pengeluaran Pembiayaan tahun 2013.

e. PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) RPP Jawa Tengah
didirikan bersama-sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,
pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah dan Bank Pembangunan Daerah
Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah Nomor 8 Tahun 1993. Modal yang ditempatkan dan disetor oleh
Pemerintah Kabupaten Batang adalah sebesar Rp464.200.000,00.

1) Penyertaan Modal pada BPR-BKK saldo yang disajikan per 31 Desember
2013 sebesar Rp8.370.621.603,20 adalah Penyertaan Modal Pemerintah
Kabupaten Batang yang terdapat pada:

PD. BPR-BKK Batang Rp6.626.962.467,20

PD.BKK-Bandar Rp1.743.659.136,00

a. PD.BPR-BKK Batang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah
(Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 tahun 1981, dengan
prosentase kepemilikan sahan Pemerintah Kabupaten Batang 50,55
persen sedangkan untuk sisanya sebesar 40,45 persen merupakan

milik Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.

b. PD. BKK Bandar didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 September 1969,
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dengan porsi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Batang
sebesar 64,80 persen sedangkan sisanya sebesar 35,20 persen dimilik
oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah berdasarkan Akta Notaris no

187 tanggal 5 Desember 2012 oleh Muh Mursidi, SH, MKn

5.1.3 ASET TETARP .....ccuvuevrueensnernrnensnnensneccseecsneccnnns Rp2.258.521.287.672,66
Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Kabupaten
Batang berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun per 31
Desember 2013. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan
pelayanan publik. Berikut penjelasan mengenai aset tetap yang terbagi
menjadi: (1) langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang
dalam perbaikan pengelolaan aset tetap, (2) penjelasan mengenai saldo aset
tetap beserta mutasinya, dan (3) penjelasan mengenai aset tetap yang

dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

1. Langkah-langkah dalam perbaikan pengelolaan aset tetap
Hal tersebut dilakukan sebagai Tindak Lanjut atas Temuan Hasil
Pemeriksaaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang
Tahun 2012 menyatakan bahwa pengelolaan aset tetap tanah, peralatan dan
mesin serta gedung dan bangunan per 31 Desember 2012 belum memadai,

sehingga terdapat :

a. Aset tetap yang dicatat ganda dalam KIB senilai Rp 25.832.370.810,00
b. Aset tetap yang tidak jelas statusnya senilai Rp2.685.997.750,00

c. Aset tetap yang tidak tercatat senilai Rp89.070,00

d. Aset tetap yang tercatat ganda dan tidak tercatat dan diantaranya
dikerjasamakan dengan lain dan bukti terkait tidak diadministrasikan

dengan baik senilai Rp1.114.200.000,00

e. Aset tetap yang tidak didukung rincian barang yang lengkap dan akurat
senilai Rp10.206.200.322,00
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f. Aset tetap SD se-Kabupaten Batang yang dikompilasi oleh kepala UPTD
Disdikpora se-Kabupaten Batang belum seluruhnya menyusun KIB dan

aset tetap SMP/SMA senilai Rp111.256.009.077,00

Selanjutnya BPK merekomendasikan kepada Bupati Batang agar :

= Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk
mengubah dan menambahkan mekanisme dalam SOP pengelolaan
Barang Milik daerah khususnya yang mengatur hubungan tupoksi

pemerolehan BMD dengan pencatatan BMD.

= Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk mengkoordinasi pengguna

barang untuk :

1) Mengoreksi pencatatan ganda dalam KIB yang didukung dengan

bukti yang memadai.
2) Memperjelas status aset yang digunakan oleh pihak lain
3) Mencatat aset tanah

4) Menelusuri bukti aset yang dikerjasamakan dan dicatat dalam Aset

Lainnya-Kemitraan dengan Pihak ketiga
5) Menelusuri aset tetap yang belum lengkap buktinya.

6) Menyusun KIB sesuai dengan rincian barang dibawah

penguasaannya.

7) Merekonsiliasi catatan BMD pada masing-masing KIB antar

pengguna barang.

Untuk menindaklanjuti temuan BPK tersebut, pada tahun 2013
Pemerintah Kabupaten Batang telah melakukan langkah-langkah
penting antara lain :

a. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan

Barang Milik Daerah sebanyak 7 SOP.
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b. Melakukan koreksi atas pencatatan ganda dalam KIB.

c. Malakukan rekonsiliasi barang milik daerah per 31 Desember 2012
dengan SKPD terkait ( sesuai Hasil Pemeriksaan LKPD Kabupaten

Batang oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia).

d. Melakukan pembinaan penatausahaan kepada pengurus barang dan

penyimpan barang seluruh SKPD.
e. Melakukan sensus barang milik daerah.

f. Melakukan kodefikasi barang milik daerah.

2. Penjelasan mengenai saldo aset tetap beserta mutasinya :
Saldo aset tetap per 31 Desember 2012, mutasi tahun 2013, dan saldo per 31
Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Aset tetap Saldo awal(Rp) Penambahan (Rp) Pengurangan (Rp) Saldo Akhir(Rp)
Tanah 588.883.433.831,00 13.339.830.800,00 13.564.276.442,00 588.658.988.189,00
Peralatan dan Mesin 220.383.613.101,00 46.196.335.998,00 14.370.142.199,50 252.209.806.899,50
Gedung dan Bangunan 546.136.576.295,09 87.473.516.674,88 36.186.291.837,39 597.423.801.132,58
Jalan, Irigasi dan Jaringan 709.204.855.809,00 63.411.407.827,03 2